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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang

berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi maka dua hal yang dapat

disimpulkan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik yaitu dalam

melaksanakan haknya, pemilik HKI dilindungi secara hukum.

Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik antara lain hak memakai,

memproduksi, mengumumkan, memperbanyak, menjual,

mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada

pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual

tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak

Kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian

berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang

diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat

tertentu. Undang-undang HKI sebagai upaya preventif

memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara

perdata, pidana atau administratif apabila terjadi pelanggaran.
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Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam Undang-

Undang HKI.

2. Pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari

HKI yang dimilikinya karena pemilik HKI tersebut tidak selalu

menggunakan hak ekonominya. Hal tersebut disebabkan oleh

banyak faktor misalnya biaya untuk memproduk kekayaan

intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang

cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga

yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual

tersebut dijadikan produk di pasaran. Realitas ini tentu tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan dari perlindungan hukum

HKI itu yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian tentang Implikasi Perlindungan

Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat

Ekonomi, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi pemilik

dalam perizinan pembuatan produk HKI yang akan beredar di

masyarakat.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa, maka aparat

penegak hukum harus konsisten dalam memberikan pelindungan

kepada pemilik atau pemegang HKI.
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3. Perusahaan-perusahaan sebaiknya dilibatkan dalam pemberian

bantuan untuk pembuatan produk HKI antara lain melalui

program Corporate Social Responsibility sehingga dapat

memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik.
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DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2011 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

Sertifikat :

Merek : 65

Desain Industri : 6

Hak Cipta : 151

HKI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Merek 11 10 13 13 20 19 6 30 23 18 23 20 206
Hak

Cipta
8 28 6 20 12 16 2 5 11 26 5 33 172

Desain
Industri

0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 8

Jumlah 18 37 30 30 49 31 33 22 41 35 35 42

TOTAL 386
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DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2012 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

Gratis (Insentif)

Merek : 294 Sertifikat : 15

Hak Cipta : 7 Sertifikat : 71

Desain Industri : 0 Sertifikat : 11

Total : 301

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2012 : 406+30= 707

HKI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Merek 16 34 23 21 19 22 21 19 38 29 22 11 275
Hak

Cipta
1 3 5 9 30 9 7 3 2 10 11 25 115

Desain
Industri

1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 16

Jumlah 18 37 30 30 49 31 33 22 41 35 35 42

TOTAL 406
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DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2013 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

Gratis (Insentif) Sertifikat

Merek : 194 Merek : -

Hak Cipta : 8 Hak Cipta : 47

Desain Industri : 3 Desain Industri : :

Paten : 1 Paten

Total : 206

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2013 : 354+206= 560

HKI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Merek 14 15 25 38 15 25 24 13 16 14 14 26 239
Hak

Cipta
4 4 7 4 11 6 19 3 6 3 5 8 80

Desain
Industri

0 6 2 4 1 1 4 0 1 0 4 5 28

Paten 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 7
TOTAL 354
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DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2014 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

Gratis (Insentif) Sertifikat

Merek : 219 Merek :

Hak Cipta : 18 Hak Cipta : 11

Desain Industri : 0 Desain Indsutri :

Paten : 0 Paten :

Total : 237

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2014 : 308+237= 545

HKI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Merek 73 15 26 31 29 33 33 240
Hak

Cipta
3 5 10 14 19 3 12 66

Desain
Industri

0 0 0 0 0 0 0 0

Paten 1 0 0 0 0 1 0 2
TOTAL 308
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